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Abstrak  

Perkembangani teknologi komputer, telekomunikasi, dani informasii telah berjalani sedemikian rupai 
sehinggai saat inii sudah sangati berbedai dengani 10 tahuni lalu dengani perdagangani dan bisnisi 
industrii telahi melahirkani modeli transaksii karena kemajuani dan keunggulani teknologi. Di zamani 
digitali saat inii komputer, telekomunikasi, dani informasii berkembangi sangatlahi pesat menjadikani 
pemanfaatani teknologii tersebut mendorongi pembuktiani screenshoti menjadii salah satui alat 
buktii yang digunakani di persidangan. Penelitiani ini bertujuani untuki mengetahui pengaturani 
hukumi atas alati bukti hasili cetak (screenshot) dalam sidangi perkarai perdata, dan untuki 
mengetahuii kekuatan alati bukti hasili cetaki (screenshot) dalami pembuktiani perkara perdata. 
Metodei penelitiani yang digunakani yaitu penelitian hukum normatifi dengan pendekatan 
perundang-undangani yang terkaiti dengani penelitiani ini. Hasili penelitiani menunjukkan bahwa 
pengaturani hukum alat buktii screenshot dapati digunakan dii persidangan perkarai perdata. 
Kemudian, kekuatani alat buktii screenshot mempunyaii kekuatan pembuktiani yang mengikati bagi 
hakimi maupuni para pihaki terkait. Jadi, dapati disimpulkani bahwa alati bukti screenshoti dapat 
digunakani dalami pemeriksaani perkara perdatai karena posisinyai samai dengani alat buktii lainnya 
sertai dapat digunakani secara sah, dani alat buktii screenshot inii bersifat mengikati bagi hakim 
maupuni bagi pihaki lain yangi hendaki menggunakannya. 
Katai Kunci: Alati Bukti, Perkarai Perdata, Screenshot 
 

Abstract 
Thei developmenti of computeri technology, telecommunications, andi information hasi gone soi far 
thati todayi is veryi differenti from 10i years agoi with tradei and industriali business hasi given risei 
to transactioni models becausei of the advancesi and advantages of technology. Ini today'si digital 
agei computers, telecommunications, andi informationi have proliferatedi enormously, makingi the 
utilizationi of the technologyi drive screenshoti provingi to bei one of thei tools of evidencei used in the 
trial. Thei study aimsi to knowi the legali arrangement ofi the evidentiali printing (screenshots) i in thei 
civil casei hearing, andi to learni the strengthi of thei printingi evidencei (screenshot) i in thei civil suiti 
proving. The researchi method usedi was a normative-lawi study withi a constitutionali approach 
associatedi with it. Researchi shows thati the legali setting ofi screenshot evidencei can be usedi in 
civili suit trials. Then, i the strengthi of thei screenshot toolsi had ai bindingi proof forcei for bothi the 
judgei and the parties. Thus, i it may bei concluded thati a screenshot evidencei device couldi be usedi 
in a civili hearing becausei it was ini the samei positioni as thei other evidencei and couldi be usedi 
legally, i and thisi screenshot evidencei was binding oni both judgei and othersi who wouldi use it. 
Keywords: evidentiaryi tools, civil actions, screenshots 

 

PENDAHULUAN  

Sebagaii sebuah negarai hukum, i Indonesiai menggunakan peraturani perundang-

undangani sebagai dasari untuk menegakkani hukum yangi berkeadilan, i berkemanfaatan 
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dani berkepastian. i Hukum merupakani kata yangi memiliki banyaki sisi dani segi sehingga 

dalami perumusan definisii sangati sulit untuk memberikani sebuah keseragaman. Tidak 

hanyai mengandung banyaki sisii dan segi, hukumi juga memilikii bermacam-macam 

pembagian. Salahi satu bentuki pembagiannyai ialah menuruti cara mempertahankannya. 

Dimanai cara mempertahankannyai terbag menjadii 2 (dua) bagian, i yaitu hukumi materil, 

hukumi formil. 

Pengaturani alat buktii merupakan peralihani dari hukumi kolonial ataui penjajah. Akan 

tetapi, i jika merujuki kepada erai atau zamani demokrasi yangi penuh dengani tuntutani dari 

masyarakati agar dilakukani reformasi terhadapi aturan-aturani hukum sebagaii akibat 

ketertinggalani hukum darii perkembangan masyarakat, sehingga perlui diciptakan 

pengaturani baru mengenaii alat-alati bukti yangi sesuai dengani perkembangani masyarakat. 

Alati bukti dalami perkara sangati penting khususnyai dalam pemeriksaani pengadilan 

perdatai maupun pidana. iAlat bukti ialahi suatu alati selalu dipakaii untuk menyatakan 

kenyataani yang dirujukani kepada sii penggugat meskipuni si tergugati dalam sidang perkarai 

perdata, dalami Hukum Perdatai alat buktii diatur dalami Pasal 1866i KUHP yang terdirii dari 

beberapai alat buktii yaknii surat, saksi, i persangkaan, pengakuani dan sumpah. Dengani 

seiring perkembangani zaman alati bukti tidaki bertumpu padai Pasal 1866i KUHP di manai 

sekarang terdapati alat buktii elektronik. Jadii alat buktii itu adalahi sesuatu yang sebelumi 

diajukan kei persidangan (Juniartha, Sugiartha, & Ujianti, 2021) 

Seiringi dengan perkembangani ilmu pengetahuani dan teknologii saat ini, sekarangi 

telah dikenali adanya buktii elektronik. i Kemudian, dengani berlakunyai Undang-Undang 

Nomor 19i Tahun 2016i perubahani atas Undang-Undangi No 11 tahuni 2008 tentangi 

Informasi dan Transaksii Elektronik (selanjutnya disebuti “UUi ITE”), secarai yuridis terciptai 

suatu pengaturani baru atasi bentuk alati bukti yangi sah secarai hukum. 

Perkembangani teknologii komputer, telekomunikasi, i dan informasii telah berjalan 

sedemikiani rupa sehinggai pada saati ini sudahi sangat jauhi berbeda dengani sepuluhi 

tahuni yang lalu. i Pemanfaatan teknologii tersebut telahi mendorong pertumbuhani bisnis 

yangi pesat, karenai berbagai informasii telah dapati disajikan dengani canggih dani mudah 

diperoleh, dan melaluii hubungan jaraki jauh dengani memanfaatkan teknologi 

telekomunikasii dapat digunakani untuk bahani melakukan langkahi bisnis selanjutnya. Pihak-

pihaki yang terkaiti dalam transaksii tidak perlu bertemui face to face, cukupi melalui 
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peralatani komputer dani telekomunikasi, i kondisi yangi demikian merupakani pertanda 

dimulainyai era siberi dalami bisnis 

Dampaki positif tersebuti tidak berlangsungi demikian, i di sisi laini timbul pikirani 

pihak-pihaki lain yangi dengan iktikadi tidak baiki mencari keuntungani dengan melawan 

hukum, i yang berartii melakukani pelanggaran dani kejahatan. (NiniekSuparni2009) 

Dinamikai perdagangani dan bisnisi industri perbankani memang telahi melahirkani model 

transaksii yang eksistensinya lahiri karena kemajuani dan keunggulani teknologi komunikasii 

dan informasii di era globalisasi, yaitu e-commercei transaction (electronici commerce 

transaction). E-commerce merupakani model bisnis moderni yang non-facei (tidak 

menghadirkani pelaku bisnisi secara fisik) i dan non-signi (tidaki memakai tandai tangan asli). 

i Ia adalahi bisnis dengan melakukani pertukaran datai (data interchange) via internet dii 

mana keduai belah pihak, yaitui orifinator dani adressee ataui penjual dani pembeli dani jasa, 

dapati melakukan bargainingi dan transaksi. 

Pengertian screenshoti itu sendiri ialahi suatu gambari yang diambil olehi komputer 

untuki merekam tampilani yang tampaki di layar ataui peranti keluarani visual lain. Biasanya 

inii adalah suatui gambar digitali yang ditangkapi oleh sistemi operasi inangi atau perangkat 

lunaki yang dijalankani pada komputer, i walaupun dapati pula dihasilkani oleh kamerai ataui 

peranti yangi menangkapi keluaran videoi dari komputer. i Cuplikan layari dapat digunakani 

untuk mendemonstrasikani suatu program, i suatu masalahi yang dihadapi, atau secarai 

umum sewaktui keluaran komputeri perlu ditunjukkani pada orangi lain atau diarsipkan. 

(hamzah)i 

Jadii screenshot itui adalah printi out, cuplikani layar ataui tangkapan layari yang 

dikeluarkani atau di perolehi dari alati elektronik sepertii komputer ataui ponsel pintar 

(smartphone) i yang biasanyai digunakan ataui ditunjukkan padai orang laini atau diarsipkan. 

Budayai internet sebagaii tanda-tanda kemajuani bisnis begitui mempesona masyarakati 

dunia. Ia telahi menawarkani keuntungan secarai ekonomis, finansial, tenaga, dani lain-lain 

dalami perkembangan duniai komunikasi dani informasi, baiki domestik maupuni 

internasional. 

Budayai internet sebagaii tanda-tanda kemajuani bisnis begitui mempesona 

masyarakat dunia. i Ia telah menawarkani keuntungan secarai ekonomis, i finansial, tenaga, i 

dan lain-laini dalam perkembangani dunia komunikasii dan informasi, i baik domestiki 
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maupun internasional. Meskipuni demikian, dii balik keuntungan-keuntungani komunikasi 

bisnisi via interneti ini, ada problematikai hukum yangi menarik untuki dikaji karenai dalam 

bisnisi via interneti ini, para pihaki baik itui produsen ataupuni konsumen, pejuali atau 

pembeli, baik dalami fase kontaki bincang-bincangi (pre contractualei fase) ataui lainnya 

samai sekali tidak bertemui fisik, melainkani hanya berhubungani melaui e-mail dani lainnya. 

Perkembangani dunia usahai yang semakini pesat, membuat parai pelaku bisnisi berfikir 

lebihi keras untuki dapat memasarkani usaha dagangi mereka agari dikenal lebihi luas oleh 

kalangani masyarakat. Hali ini diikuti pulai dengan perkembangani teknologi telekomunikasi 

dan komputer yangi menyebabkan terjadinyai perubahan kulturi kita sehari-hari. Dalam 

perdagangani elektronik inii tidak selalui berjalan mulus, i pasti terdapati masalah-masalah 

hukumi yang terlibat. i Salah satunyai barang cacati atau tidaki sampai ataui hilang saat 

pengirimani atau barangi yang dikirimi tidak sebagaimanai mestinya. Pastinyai akan 

merugikani konsumen jikai hal-hal sepertii itu terjadi. i Untuk itui diperlukan perlindungan 

hukumi terhadap hak-haki konsumen. i Untuk menyatakani bahwa adanyai kerugian yang 

ditimbulkani oleh konsumeni maka dibutuhkani suatu alat buktii dalam perkara persidangan. 

i Alat buktii tersebut bermacam-macami bentuknya. Dalam iperjanjian perdagangani 

elektronik alati bukti tersebuti dapat berupai gambar dani suara.  

Pembuktiani dalam perkarai pidana berbedai dengan perkarai perdata. Dalami perkara 

pidanai dipersyaratkan adanyai keyakinan hakimi berdasarkani bukti-bukti yangi sah, 

sedangkani dalam perkarai pedata tidaki diperlukani adanya keyakinani hakim, i yang pentingi 

adalah alat-alati bukti yangi sah dani berdasarkani alat-alati bukti tersebuti hakim akani 

mengambil keputusani siapa yangi menang dani siapa yangi kalah. Dengani demikian, dalami 

hukum acarai perdata cukupi berupa kebenarani formil saja. Namuni secara umum, tujuani 

pembuktian yuridisi adalah untuki mengambil putusani yang bersifati definitif, pasti, dani 

tidak meragukani yang mempunyaii akibat hukum.  

Berdasarkani permasalahani yang terjadi, i maka ditemukani rumusan masalahi 

mengenai kedudukani alat buktii elektronik dalami system pembuktiani perkara perdatai dan 

kekuatan alati bukti elektroniki dalam systemi pembuktian perkarai perdata dii pengadilan 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitiani yang digunakani dalam penulisani skripsi ini adalahi penelitian hukumi 

normatif yangi artinya adalahi penelitian yangi dilakukan dengani cara menelitii norma 

hukum, i asas-asasi hukum, falsafahi hukum, doktrini hukum maupuni prinsip hukumi dalam 

bahan-bahan kepustakaan. Contohi bahan-bahan kepustakaani tersebut adalah iperaturan 

perundang-undangan, i buku-buku asingi maupun dalam negeri, internet ataupuni makalah 

hukum. (Pengertian Hukum Normatif, 2009) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kedudukani Dan Kekuatani Alat Bukti Elektroniki Dalam Sistemi Pembuktiani Perkara 

Perdata 

Kekuatan pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 5 

ayat (2) yang berbunyi: 

InformasiiElektronikVdan/atauiDokumeniElektronikidan/ataumhasilmcetaknyamsebag

aimana dimaksudi pada ayat (1) merupakanmperluasanmalat buktimyangmsah 

sesuaimdengan hukummacara yangmberlaku dimIndonesia 

Kedudukani Informasi Elektroniki dan/ataui Dokumen Elektroniki sebagai alati bukti 

yangi sah i dan perluasani dari i alati bukti yangi sah i sesuaii dengan i Hukumi Acara i yang 

berlakui di Indonesia. Frasai informasi elektroniki dan/ataui dokumen elektroniki sebagai alati 

bukti i dilakukani dalam rangkai penegakani hukum i atasi permintaan i kepolisian, kejaksaani 

i dan/ataui institusi i penegaki hukum i lainnyai yang i ditetapkani berdasarkani Undang-

Undang sebagaimanai ditentukan dalami Pasal 31i ayat i (1) i UUITE i (Putusani iMK Nomori 

20/PUU-XIV/2016). i Sesuai dengani materi muatani permohonan pada iMK maka amari 

putusan i tersebuti mengarah i padai proses i hukumi pidana i dani bukan i prosesi hukum 

iperdata. 

Pengakuani terhadap kedudukani alat bukti i elektroniki dalam i prosesi i pembuktian 

perkarai perdata, i tidaki hanya i sebatasi mengenai i aspeki i pengakuan i secarai i legalitas. 

Proses pembuktiani dalam i perkarai pidana i maupuni perdata i merupakan isalah satu iunsur 

penting, sehinggai dengan adanyai pengakuan mengenaii kedudukan/eksistensii alat bukti 

elektronik tersebut, i dapat menjamini pelindungan i dan ikepastian i hukum idiantara parai 

pihak. Syarat sahnyai dokumen ielektronik ialahi apabila menggunakani sistem elektroniki 
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sesuai dengan ketentuani yang diaturi dalam UUITE, i khususnya idalam Pasali 6 UUITE yakni 

i “informasi Elektroniki dan/atau Dokumeni Elektronik dianggapi sah sepanjang informasi 

iyang tercantumi di dalamnyai dapat diakses, i ditampilkan, dijamini keutuhannya, idan dapat 

dipertanggungjawabkani sehingga menerangkani suatu keadaan”. iSelain itu, terdapati pula 

kekhususani dalam penyelenggaraani sertifikasi elektroniki dan sistem elektroniki serta 

transaksii elektronik. 

Analisisi kekuatan pembuktiani dari suatui alat buktii elektronik, sebagaimana 

tercantum dalam ipasal 5i ayat i (4) imenyebutkan i bahwa ialat i bukti ielektronik i tidak 

idapat i berlaku untuk i ihal-hal i tertentui seperti; 

a. Surati yang i menuruti undang-undang harusi dibuat dalam bentuki tertulis. 

b. Surati beserta dokumennya i iyang menurut i undang-undangi harus dibuat dalam bentuk 

iakta notaris i atau iakta yang dibuati oleh i pejabati pembuat i akta. 

Pemahamani yang i dapati disimpulkan i darii redaksi ipasal i di atas, i bahwa i suatui 

alat buktii elektronik i tertentui yang i dinyatakani tidak i berlakui oleh i undang-undang, i 

harus dibuati secara i tertulisi atau i harus dibuati dalam i bentuki akta i notaris ataui pejabat 

pembuat akta. i Pengecualian mengenaii kedudukan sertai kekuatan alati bukti elektroniki 

selain yang disebutkani pada pasali di atas, dinyatakani sah i dan i dapat iditerima i dalam 

proses pembuktiani di pengadian. iMengenai, i kekuatani pembuktian i yangi melekat i padai 

suatu i alat bukti ielektronik, secarai otomatis i masihi perlu untuk idikaji karena, ihal i ini 

tentui akan mengundangi perbedaan i pendapati diantara kalangan, isehingga secarai 

normatif-positif i kekuatani alat bukti ielektronik dapati ditentukan. i 

Rumusani redaksii pasal i 7 Undang-undangi Nomor i 11 Tahuni 2008 i tentang i 

Informasi dan transaksii Elektronik i (ITE) i dapat menjadi iadanya peneguhan isuatu haki atau 

perisitwa yangi menjadi dasari adanya i suatui persengketaan sebagaimanai redaksi i bunyii 

pasal 163 HIR/283i i RBg. Rumusan ipasal i 7 Undang-undangi Nomor 11 i Tahuni 2008 

selengkapnya i berbunyii sebagai i berikut; 

“Setiapmorangmyang menyatakanmhak, memperkuatmhak yangmtelah ada, 

ataummenolak hak orang lain berdasarkan adanya mInformasi Elektronik mdan/atau 

Dokumen mElektronik harusmmemastikan bahwamInformasi Elektronikmdan/atau Dokumen 

mElektronik yang mada padanyamberasal dari SistemmElektronik yangmmemenuhi 

syaratmberdasarkan PeraturanmPerundang-undangan.” 
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Kedudukani informasi elektroniki dan/atau dokumen ielektronik yangi dapat menjadi 

dasari adanya suatui persengketaani seperti i rumusan pasali 7 di i atas, merupakan perluasan 

mengenaii i dasar gugatan/sengketai yang tercantumi dalam hukum acarai perdata ipasal 163 

HIR/283 RBg/1865i KUH Perdata. iRumusan pasali 7 yang mengakuii informasi elektroniki 

dan/atau idokumen elektroniki sebagai titiki pangkal adanyai suatu persengketaan, i 

merupakan bentuki perlindungan hukumi yang diberikan oleh inegara melalui iundang-

undang i bagii pihak yang melakukani transaksi hubungan keperdataani di erai globalisasi. i 

Kekuatani pembuktian yangi melekat padai alat i bukti elektronik, i oleh i Undang- 

undang Nomori 11 i Tahun i2008 junto i Undang-Undangi Nomor i 19i Tahun 2016 tentang 

Informasii dan Transaksii Elektronik (ITE) i yang i menyatakani bahwa i dokumeni elektronik 

disetarakan dengani dokumen yangi dibuat di i atasi kertas. Hali ini, i berartii bahwa kekuatani 

pembuktian i dokumeni elektronik dalam ipraktik perkarai perdata dipersamakani dengan 

kekuatani alat buktii tulisan i (surat). iPenyetaraan kedudukani dokumen i elektroniki yang 

disetarakan dengani dokumen yang dii buat di atas kertas, i dapat memunculkan isebuah 

pertanyaan, yaknii apakah salinan idokumen elektroniki mempunyai kekuatani pembuktian 

yangi sama dengani dokumen asli? mengingati prinsip suatui dokumen elektroniki tidak dapat 

dibedakani dengan dokumen iyang asli, sebagaimanai halnya i foto copy isebagai sebuah 

alinan tentui dapat i dibedakani dengan i dokumen iyang asli. i(Eka Fitrri Hidayati, 2020) 

Kedudukani salinan suatui dokumen elektroniki menurut penjelasani umum pasal 6 

Undang-undangi Nomor 11i Tahun i2008 juntoi Undang-Undang Nomor 19i Tahun 2019 

tentang iInformasi dan iTransaksi Elektroniki (ITE) menyatakani prinsip penggandaani sistem 

elektroniki mengakibatkan informasii yang i asli tidaki dapat i dibedakan idengan salinannya, 

i sehingga i hal tersebuti tidak i relevan ilagi untuk i dibedakan. i Mengenai i hal tersebut, i 

dapat i dilihati penjelasani pasal i 6 Undang-undangi Nomor i 11i Tahun 2008i tentang 

Informasii dan Transaksii Elektroniki (ITE) i yang berbunyi isebagai berikut: 

“Selamamini bentuk tertulismidentik denganminformasi dan/ataumdokumen 

yangmtertuang di atas kertasmsemata, padahalmpada hakikatnyaminformasi dan/atau 

dokumenmelektronik dapat dituangkan ke dalammmedia apa saja,I termasuk media 

elektronik. Dalami lingkup sistem i elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak 

relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi i dengan cara 
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i penggandaan yang i mengakibatkan informasi i yang asli tidak i dapat dibedakan i lagi dari 

i salinannya” 

Kesimpulani yang i dapat ditariki berdasarkan i penjelasani pasal i 6 di atasi adalah i 

bahwa dokumeni elektronik i tidaki memerlukan i adanyai suatu i dokumen aslii dalam i 

proses pembuktian, i sepanjang i dokumeni elektronik tersebuti dapat i diakses, i ditampilkan, 

dijamin keutuhannya, i serta dapat i dipertanggungjawabkani untuk dapati menerangkan 

suatu keadaan. iMengenai kekuatan pembuktiani yang melekati terhadap sebuahi tanda 

tangan elektronik, i dapat dilihati dalm ketentuani pasal 11 i Undang-undangi Nomor 11 

Tahuni 2008 tentangi Informasi i dan iTransaksi i Elektronik i (ITE)  

Kekuatani pembuktian dokumeni elektronik yangi disetarakan dengani dokumen yang 

dibuati di atas kertas, i menurut penjelasani umum i Undang-undangi Nomor i 11 iTahun 2008 

juntoi Undang-Undangi Nomor i 19 Tahuni 2016 i tentangi Informasi i dani Transaksi 

Elektronik (ITE), i dipandang i perlui untuk i memahami ikekuatan pembuktiani alat i buktii 

tertulis (surat) i sebagaimana iyang i tercantum idalam i KUH iPerdata. Kekuatan pembuktian 

dokumen elektroniki yang i secarai tegas diakui, i dan i disetarakani dengan i dokumeni iyang 

dibuati di atas kertas, i sangat i memungkinkani untuk i dilakukan, i mengingat i sifati dari 

informasi elektroniki dan/ataui dokumen elektroniki yang dapat dialihkani kedalam 

beberapai bentuk ataui dicetak dalam ibentuk i print iout i sehingga, idipersamakan i dengani 

dokumen i yang dibuati di i atas ikertas. (M. Yahya harahap) 

Dokumeni yang dibuati di atas kertas, i dalam praktiki hukum acarai perdata, 

dikategorikani sebagai ialat bukti itertulisi (surat). Kedudukani alat bukti tertulisi dalam 

praktiki perkara perdatai adalah termasuki kedalam alat buktii yang palingi utama. iSudikno 

Mertokusumoi membagi alati bukti tertulisi (surat) i ke dalam 2 i (dua) kategorii bentuk yakni, 

i surat yangi merupakani akta dan surat-surati lainnya yangi bukan akta. iLebih lanjut 

dikemukakani oleh Sudiknoi Mertokusumo bahwai akta sendirii dibagi menjadi i2 (dua) 

kategorii yakni akta iautentik dan iakta bawah itangan. (Mertokusumo) 

Kedudukani informasi elektroniki dan/atau Dokumeni elektronik yangi bersifat dapat 

dialihkan ke dalam ibeberapa bentuki media lainnyai atau dapat dii print out sehinggai dapat 

berbentuki dokumen tertulis, i jika dipersfektikani dalam ranah hukum iacara perdata, i tetap 

membukai peluang kemungkinani adanya bukti ilawan (tegenbewijs). i Penulis berpendapat 

bahwa ihasil print out darii dokumen elektroniki seperti, transaksii jual beli oni line misalnya, 
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kedudukan itranskrip pembayarani elektronik yang dapati dipergunakan sebagai ialat bukti 

adanya isengketa jual beli, i tetap membuka ikemungkinan adanya upayai untuk mengingkarii 

keabsahan suatui alat bukti, dalam hali ini pihak yangi mengingkari alati bukti transkripi 

tersebut dibebani ikewajiban untuk imembuktikan bahwa hasili print out transkrip elektroniki 

tersebut tidaki benar. 

Tugasi dan peranan hakim idalam menilaii suatu alat buktii elektronik yangi dapat 

dipergunakani dalam praktik ipersidangan di pengadilan, i boleh dikatakani masih sangat 

beragam. i Mengenai kekuatani pembuktian darii alat bukti elektronik, i ada yang 

berpendapati bahwa alat buktii elektronik merupakani alat bukti barui sebagai perluasani alat 

buktii dalam persidangani sebagaimana tercantum isecara tegas idalam Undang-undang 

Nomori 11 Tahun 2008, idan ada pula pendapati yang menyatakan ikekuatan pembuktian 

darii alat bukti elektronik merupakani alaat bukti permulaan, i yakni alat bukti yangi tidak 

dapati berdiri sendirii dan harus ditunjangi dengan alat ibukti lain. alati bukti elektronik 

merupakani alat bukti sebagaii perluasan jenisi alat bukti yang telahi ditentukan ssecara 

limitatifi dan bersifat terbatasi baik yang tercantum idalam pasal i184 KUHAP, imaupun dalam 

ipasal 1866 KUH iPerdata. Mengenaii kekuatan pembuktiani yang melekati dalam suatu ialat 

bukti elektroniki tertentu, penulisi berpendapat bahwa ialat bukti elektroniki tetap 

memungkinkani untuk dilumpuhkan idengan adanya ibukti lawan i (tegenbewijs). Hal iini 

tidaki berarti, bahwai alat bukti elektronik, i mempunyai kekuatan ipembuktian yangi bersifat 

finali yang tidak dapati dilumpuhkan dengani alat buktii apapun. 

Permasalahani mengenai adanyai bukti lawani (tegenbewijs) dalami praktik perkarai di 

persidangan, iterhadap kekuatan ipembuktian suatu alati bukti elektroniki merupakan tugas 

dani peranan seorangi hakim untuk menilaii fakta-fakta yangi terbukti, berdasarkan ialat bukti 

iyang diajukan ioleh para pihaki yang bersengketa.  

Upayai yang dapati dilakukan agari menguatkan pembuktiani alat bukti elektroniki adalah: 

1. Dapat Menampilkani Informasi Elektronik ataui Dokumen Elektroniki Secara Utuh 

Dengani Syarat Sesuaii Dengan Perundang-undangan  

Buktii elektronik yangi dipakai oleh ipihak-pihak yangi bersengketa haruslahi sesuai 

perundang-undangan, i seperti yang itelah dijelaskan iPasal 5 ayat (3) informasi 

elektronik idan/atau dokumen ielektronik dinyatakani sah apabila imenggunakan systemi 

elektronik sesuaii dengan ketentuan iyang diatur dalam iundang-undangi ini. 
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2. Dapat iMenjamin Keasliani Alat Bukti Elektronik 

Suatui informasi elektoniki dan dokumen elektroniki harus berbentuki atau aslii agar 

dianggapi sah sepanjang iinformasi dan dokumeni yang tercantum ididalamnya dapat 

diakses, i ditampilkan dani dijamin keutuhannya idan dapat di pertanggungjawabkan 

sehinggai menerangkan sesuatui keadaan. 

3. Dilengkapii Dengan Petunjuk iYang Umum 

Informasi elektronik atau dokumen elektonik dilengkapi dengan penjelasanpenjelasan 

ataui petunjuk umum sepertii Bahasa atau symboli yang dapat dipahamii oleh pihak yang 

ibersangkutan dengani penyelenggaraan sistem ielektronik, sehinggai dapat 

meyelesaikan iperkara dengani mudah. 

4. Memilikii Mekanismei Berkelanjutan 

Dengani memiliki mekanisme iberkelanjutan akani lebih mudah iuntuk proses 

pembuktianyai.mekanisme berkelanjutani ini berguna untuki menjaga kebaruani dari 

sistem-sistemi yang semakini berkembang, i untuk kejalasani dari sistemi pembuktian 

dan ikebertanggung jawabani petunjuk dalam ipembuktian infomasi elektronik dan 

dokumeni elektronik. 

 

KESIMPULAN 

Kedudukani alat bukti elektroniki dalam proses pembuktiani perkara perdatai di 

pengadilan darii aspek yuridis-normatifi telah diakui isebagai alat buktii secara sah dani tegas 

dalam praktiki hukum acara yangi berlaku di pengadilan. iKehadiran Undang-undang iNomor 

11 Tahun i2008 junto Undang-Undangi Nomor 19 iTahun 2016 sebagaii bentuk penegasan 

(legitimasi), i diakuinya Informasii elektronik dan/ataui Dokumen elektroniki dan/atau hasil 

cetaknyai merupakan alat buktii yang sah secara hukum, i serta merupakani perluasan dari 

alati bukti yang isah sesuaii dengan hukum acarai yang berlakui di Indonesia, isepanjang 

Informasii elektronik dan/atau idokumen elektroniki yang tercantumi di dalamnyai dapat 

diakses, i ditampilkan, idijamin keutuhannya, i dan dapat dipertanggungi jawabkan sehingga 

dapati menerangkani suatu keadaan. 

Penegasani mengenai kedudukani alat bukti elektroniki dalam proses pembuktiani 

perkara perdata idi pengadilan, idapat disepakati ioleh pihak-pihak yang iterikat dalam ikatan 

hubungan isecara keperdataani untuk mengadakani perjanjian pembuktian. i Keadaan seperti 
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inii dapat dimaknai, ibahwa alat buktii elektronik dapati dipergunakan di dalam persidangan 

apabila idikehendaki ioleh para pihak imelalui perjanjian ipembuktian. 

 

SARAN 

Penggunaani alat buktii elektronik dalami prosesi pembuktiani perkarai perdatai di 

pengadilan, i dapat diterimai secara utuhi dan penuh, sehingga kedudukan alati bukti 

elektroniki tidaki dikatakani sebagaii alati buktii pendamping, i yang masihi memerlukani 

eksistensii alati buktii lain, i sehingga secarai otomatis kedudukani alati bukti elektroniki 

dapati berdirii sendiri. 

Kedudukani alat buktii elektroniki yang munculi sebagai akibati penggunaani transaksii 

yang dilakukan secarai elektronik (e-commerce), dapat diterimai secarai utuh dalami 

ketentuani hukum iacara iperdata Indonesiai secarai tegas 
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